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ABSTRAK

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan wajib
mendamaikan pihak yang berperkaralacth PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi di Pengadilan yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dengan
menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Pengadilan Agama Wonosari merupakan pengadilan tingkat pertama di
Yogyakarta yang tertinggi dalam menerima sengketa ekonomi syariah yaitu pada
tahun 2015-2016 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara yang masuk,
Pengadilan Agama Wonosari telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian
sengketa perdata khususnya sengketa ekonomi syariah, mediasi sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan berjalan efektif, yaitu pada
tahun 2015-2016 perkara ekonomi syariah yang berhasil dimediasi sebanyak 26
(dua puluh enam) perkara dari 38 (tiga puluh delapan) perkara yang masuk. Oleh
karena itu, penelitian ini lebih mengkaji pada faktor-faktor yang melatar belakangi
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field risearch) dengan terjun ke Pengadilan Agama Wonosari sebagai objek
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 3 (tiga) orang
Mediator Hakim yang telah ditunjuk pihak Pengadilan, Penyusun juga
mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan
menganalisisnya dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang
menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian
dihubungkan dengan teori dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan mediasi di pengadilan.

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Wonosari mempunyai peran yang
signifikan terbukti di Pengadilan Agama Wonosari dari beberapa perkara ekonomi
syariah yang masuk selesai dengan jalur mediasi dan tidak perlu litigasi.
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari disebabkan beberapa faktor
yang melatar belakangi yaitu faktor sosial budaya masyarakat Wonosari yang
memiliki sifat gotong royong saling membantu sehingga membantu dalam proses
mediasi, jenis sengketa ekonomi syariah yang mudah untuk dimediasikan juga
ditunjang dengan pengetahuan mediator hakim yang berkualifikasi di bidang
ekonomi syariah.

Kata kunci: Sengketa, mediasi, ekonomi syari’ah.
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d ain koma terbalik (di atas)
& Gain G ge dan ha
o fa& F Ef
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d Kaf K Ka
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a Mim M Em

o Ndn N En

3 wawa W We

A ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
] ya’ Y Ye

. Konsonan Rangkap
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contoh :
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. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

-

AaSa Ditulis Hikmah

ide Ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).
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i kasrah Ditulis I
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Dammah Ditulis U
Al Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
. Fathah + alif Ditulis A
pH ditulis Fala
2 | Fathah + ya’ mati Ditulis A




(gl ditulis Tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis I

il ditulis Tafsil
. Dlammah + wawu mati Ditulis U

Jsal ditulis Usal

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Al

! s ditulis az-zthaili
Fatha + wawu mati Ditulis Au

? A 5al) ditulis ad-daulah
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k) Ditulis Al-Qiyas

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

& acad Ditulis As-Samé&’
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)
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Xiii




KATA PENGANTAR
eI AP A

g.ij:ﬂ\ Jf.’bi ‘slﬁ eW\j 57\.:43\3 ‘;,g:\.‘\j L:a:U\ ))ﬁi GL" U 499 g_\;w\ ;J) & Lot

;;yu?rf a9 AT S5 e Ll J:L.a;L\j

Puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di
hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan juddNALISIS
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI JALUR
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI: PENGADILAN AGAMA
WONOSARI).” Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya
tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi
ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah
SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan lbu Zusiana

Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.

Xiv



. Bapak Saaifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.

. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah
meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

. Bapak Dr. Mohamad Jumhari selaku Mantan Ketua Pengadilan Agama Wonosari
yang telah berkenan untuk memberikan izin kepada penulis, serta lbu Dra.
Endang Sri Hartatik, MSI selaku Hakim Pembimbing yang dengan sabar

membimbing sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.

9. Kedua orang tuaku Bapak lyad Maman dan Mamah lim Hotimah yang selalu

memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi

ini dapat tersusun dengan baik.

10. Seluruh kakakku tercinta Teh Euis, Teh Enung, A’ Ali dan Teh Yanti yang tidak

henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
Untuk keponakan-keponakan Fahri, Wijdan, dan Fadiya terimakasih karena

selalu menghibur penulis ketika masa-masa sulit selama penulisan.

11.Keluarga Pak Agung dan Bu Lusi yang selalu memberi semangat serta nasehat-

nasehat yang menjadi keluarga selama di perantauan.

12.Keluarga Business Law Centre (Business Law Centre), Pusat Studi dan

Konsultasi Hukum (PSKH), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum
Ekonomi Syari'ah, DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta, Lesehan Komunitas
Mahasiswa Persatuan Islam (LKMPI), PD. Pemudi PERSIS Yogyakarta yang

selalu memberikan semangat dalam menyusun skripsi.

13. Sahabat-sahabatku Wida, lin, Chusna, Fahat, Rahmadi, David, partner kerja

keras susah dan senang selalu bersama dalam menyusun skripsi.

XV



14. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan
satu per satu, serta teman-teman KKN angkatan 90 kelompok 49 Puntuk.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam
penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada
umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis

harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Syawal 1438 H
20 Juli 2017 M

Penulis

Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari
NIM. 13380075

XVi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..o [
ABSTRAK e Ii
NOTADINAS . iii
HALAMAN PENGESAHAN ......oooiiiiiiiiin )Y
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..o %
HALAMAN MOTTO ..o vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..., Vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..., Vil
KATA PENGANTAR s Xiv
DAFTAR ISF LA LE.JSLAMIC.. LINIVERSLLY......... XVii
DAFTAR TABEL ..o XX

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...........eeeeiiiiiiiiiieeecccceeeeeee e
B. Pokok Masalah ...
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........ccccccceeeiiiiiiiiiieeeeeeenn,

D. Telaah PUSIAKA ....c.oeeeeeee e

XVil



E. Kerangka Teoritik ..........coooviiiiiiiiiiiciei e 11
F. Metode Penelitian .............ouuviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 14

G. Sistematika PenuliSaN .........coeeeiieiieee e 17

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi..........coovviiiiiiiiiiiiiiiineee e 19
B. Manfaat dan Tujuan Mediasi ............uuuvvuiiiiiiiiiieeeeeiiiieeeeeiiiins 22
C. Mediasi dalam ISIam ..........ccccoiiiiiiiiii e 23
D. Mediasi di Pengadilan...............oouvviiiiiiiiiiiiiie e 30

BAB IIl MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. Sekilas Tentandlternative Dispute Resolution (ADR) ..... 42
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari ................. 43

C. Perkara yang diterima, Diputus dan Dimediasi di Pengadilan
AGaMA WONOSAN ...vvviiieeieeieeeeeeee e e e e e e e e e e e eeees 48

D. Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
WONOSAI vttt e e e e e e e e e e e e eeaeeennane 55

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH MELALUI JALUR MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

A. Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Wonosari .........cccccceeeevevnnnnnn. 61

B. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah
di Pengadilan Agama WoNoSari ........cccccceeeeeeeeeeeeeeeiieeriniinnnns 66

BAB V PENUTUP

A, KeSIMPUIAN .o 76



XiX



Tabel.

Tabel.

Tabel.

Tabel.

Tabel.

Tabel.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

DAFTAR TABEL

Ketua Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 1962 sampai dengan

sekarang

Kabupaten Gunung kidul

Perkara ekonomi syari'ah yang diterima dan diputus Pengadilan

Agama Wonosari tahun 2015

Perkara ekonomi syari'ah yang diterima dan diputus Pengadilan

Agama Wonosari tahun 2016

Mediasi perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari

tahun 2015

Mediasi perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari

tahun 2016

XX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah saat ini merupakan bukti
bahwa sistem ekonomi syari'ah merupakan solusi bagi masyarakat atas
ketimpangan dan ketidakadilan sosial, bahkan dua puluh tahun terakhir ini
di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dengan ditandai lahirnya
lembaga-lembaga keuangan syarttah.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah di
Indonesia, maka akan ada titik singgungnya dengan dunia peradilan,
khususnya peradilan agama. Titik singung yang dimaksud adalah dalam
hal penyelesaian sengketanya, yakni manakala ada sengketa antara pihak
institusi keuangan syari'ah dengan nasabahnya, atau di antara kreditur
dengan debitur. Di dalam akta perjanjian biasanya selalu muncul
pernyataan apabila terjadi sengketa, para pihak sepakat akan
menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Syari'ah
Nasional atau melalui PengadifaBerdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

1 H. Hasbi HasanPemikiran dan Perkembangaan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia
Islam Kontemporer(Depok: Gramata Publishing, 2011), him. vii.

2 1bid., him. x.



Pasal 49 ayat (1), pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili,
dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan
wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas ini mengharuskan
pengadilan agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan
kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak adalah sesuatu yang
imperatif (wajib dilakukan). Terkait dengan upaya damai yang harus
dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang
perdata di lingkungan peradilan agama, paling tidak adalah dari ketentuan
yang harus diperhatikan yaitu dalam ketentuan pasal 130 HIR/154 RBG
dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 jo. PERMA Nomor 1 Tahun
2008 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang merupakan implementasi dari hukum Acara Perdata pasal
130 HIR dan Pasal 154 RBG, yang pada intinya mengisyaratkan upaya
perdamaian dengan menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa di pengadilan. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan
menggunakan mediasi ini layak menjadi pilihan utama karena selain dapat
merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya
mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena dapat

mengurangi penumpukan perkara. Mediasi di dalam PERMA Nomor 1



Tahun 2016 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh Mediatot.

Pelembagaan perdamaian (mediasi) dalam pengadilan ini
merupakan sesuatu yang urgen terhadap banyaknya perkara di pengadilan.
Di samping itu, mediasi juga dirasa efektif dikarenakan prosesnya lebih
cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang
bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang
memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa
karena dalam penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan
kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan.

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi,
tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan
diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari
keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya
dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka
melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang
penengah yang disebut Mediator.

Adapun kedudukan dan fungsi Mediator dalam proses perundingan
tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah

hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak

3 Pasal 1 ayat (1)

4 Rachmadi UsmanMediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktifdakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 30-31.



netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan
penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses
mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan
fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping

proses pengadilan yang bersifat memuaaudikatif).®

Pengadilan Agama Wonosari sebagai salah satu pengadilan tingkat
pertama di Yogyakarta merupakan pengadilan agama tertinggi dalam
menerima perkara ekonomi syari'ah di Yogyakarta tercatat pada tahun
2016 dalam laporan rekapan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bulan
Januari sampai bulan September tahun 2016 perkara ekonomi syari’ah
yang masuk sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara yaitu di Pengadilan
Agama Yogyakarta sebanyak 1 (satu) perkara, Pengadilan Agama Sleman
sebanyak 8 (delapan) Perkara, Pengadilan Agama Bantul sebanyak 5

(lima) Perkara dan Pengadilan Wonosari sebanyak 22 (dua puluh dua)

5> Pasal 1 ayat (2).

6 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyeesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 154.



Perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Wates tidak ada perkara

ekonomi syari’ah yang masuk.

Sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa
pengadilan wajib mengupayakan damai dengan menerapkan mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, Pengadilan Agama
Wonosari sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah
menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah.
Mediasi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Wonosari bisa
dikatakan mencapai hasil yang optimal. Pada tahun 2015-2016 perkara
ekonomi syariah yang masuk sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perkara,
yaitu 26 (dua puluh enam) perkara yang berhasil dimediasi, 1 (satu) tidak
berhasil dimediasi, 3 (tiga) putus verstek, dan 1 (satu) perkara yang masih
dalam proses mediasi. Sedangkan 7 (tujuh) perkara ekonomi syari’ah
lainnya selesai dengan putus cabut dan belum dilakukan m&Biai. ini
menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi
syari‘ah melalui mediasi di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan

efektif yaitu 83,87% berhasil di tahun 2015-2016.

Berdasarkan data di atas, yang menunjukan jumlah perkara
ekonomi syari’ah yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari dan dari

keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari menarik untuk

7 Laporan Rekapan Perkara Ekonomi Syari'ah Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta.

8 Buku Register Pengadilan Agama Wonosari.



dicermati lebih lanjut untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang
melatarbelakangi keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judAhalisis Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan

Agama (Studi: Pengadilan Agama Wonosatri)”.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:
1. BagaimanaAlternative Dispute Resolution (ADR) dalam sengketa
ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa

ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk menjelaskanAlternative Dispute Resolution (ADR) dalam
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.
2. Untuk menjelaskan proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari.

Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah:



1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada khazanah keilmuan tentang alternatif penyelesaian
sengketa, khususnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan arah dan masukan yang berguna bagi
penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya
pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus
untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam

teori dan praktik.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka ini merupakan penelaahan terhadap bahan bacaaan
yang secara khusus berkaitan dengan objek yang sudah dilakukan oleh
orang lain’ Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai
hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti
terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan!® Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas

tentang mediasi di Pengadilan antara lain sebagai berikut:

® Nyoman Kutha RatnaMetodelogi Penelitian (Kajian Budaya dan llmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya)Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 276.

0Tim Revisi, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiséogyakarta: Fakultas
Syari'ah Press, 2009), him. 3.



Pertama, Jurnal dari Triana Sofiani dengan judul “Efektifitas
Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 tahun 2008 di
Pengadilan Agama”. Jurnal ini membahas tentang efektifitas mediasi di
Pengadilan Agama eks. Karesidenan Pekalongan pasca PERMA Nomor 1
Tahun 2008 serta kendalanya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada
realitasnya mediasi perkara perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun
2008 belum efektif dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain: mulai dari mediatornya sendiri; para pihak;
jangka waktu mediasi; sarana dan pra sarana yang belum refresentatif dan
adanya kumulasi perkara perceraian dengan pemkssasoir Masing-
masing Pengadilan Agama eks. Karesidenan Pekalongan sebenarnya telah
melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan problem ini, akan tetapi
tentu masih membutuhkan kesadaran, pemikiran dan tanggung jawab
bersama baik bagi Pengadilan Agama masing-masing, Pengadilan Tinggi
Agama Semarang, Badilag maupun Mahkamah Agung Republik
Indonesia, untuk segera dicari pemecahan lebih I&hjut.

Kedua, Jurnal dari Dedi Sumanto dan Syamsinah dengan judul
“Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama.” Jurnal ini
membahas tentang penerapan mediasi dakam dalam perkara
perceraian (yang tidak ada kumulasi). Peneliti penyimpulkan mediasi
sebagai bagian dari hukum acara, sangat diperlukan untuk menyelesaikan

perkara perdata demikian halnya dengan perkara perceraian. Dalam

11 Triana Sofiani, “Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 tahun
2008 di Pengadilan Agamalurnal Penelitian Vol. 7 No. 2 (2010).



perkara perceraian tanpa kumulasi, hakim dapat menerapkan salah satu
dari mediasi ataliakam dengan tetap mengakomodir nilai-nilai dari yang
lainnya (seperti memberlakukan mediasi dengan memperhatikan nilai-nilai
hakam maupun sebaliknya). Untuk perkara perceraian di mana kedua
pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk
melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk
mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan Hurah.

Ketiga, Skripsi dari Erina Qurrota Ainy dengan judul “Penerapan
Mediasi dalam Penyelesasian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi PERMA Nomor 1 Tahun 2008)".
Skripsi ini membahas tentang kesesuaian peranan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun
2012-2013 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta kendala-kendala
dalam penerapannya. Peneliti penyimpulkan bahwa secara garis besar
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai
dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang meliputi tahap pra mediasi
dan tahap mediasi. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi masih
relatif kecil, pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat 7 dan 3 perkara saja
yang berhasil dimediasi dari masing-masing 164 dan 157 perkara yang
masuk hal tersebut menunjukan belum efektifnya mediasi dalam rangka
mewujudkan penyelesian sengketa perdata dengan perdamaian. Sedangkan

hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi antara lain: rata-

12 Dedi Sumanto dan Syamsinah, “Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan
Agama”,Jurnal Al-Mizan Vol. 11 No. 1 (2015).
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rata perkara yang masuk adalah perkara yang sudah akut; ketidakhadiran
dan kurangnya antusias dari para pihak dalam menjalankan mediasi; hanya
ada satu orang hakim yang memiliki sertifikat mediator; keterlibatan
advokat yang cenderung tidak sungguh-sungguh dalam membantu
mengupayakan damai; dan tidak ada insentif dari Mahkamah Agung bagi
para hakim yang telah berhasil melakukan medfasi.

Keempat, Skripsi dari Ahmad Jauhari dengan judul “Efektifitas
Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2005-2009”. Skripsi ini membahas tentang alasan peran mediator
belum efektif menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama
Yogyakarta. Peneliti penyimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan
peran mediator belum efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Agama
Yogyakarta adalah: Mediator masih dijalankan dengan setengah hati
dalam menjalankan tugasnya; minimnya pengalaman mediator dalam
mediasi perselisihan rumah tangga; dan masih terbatasnya tenaga ahli di
lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta karena yang menjadi mediator
adalah sekaligus merangkap sebagai hakim yang menyidangkan pérkara.

Dari beberapa sumber penelitian yang disebutkan di atas adalah
penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti,

namun belum ada penelitian yang objek sengketanya tentang perkara

13 Erina Qurrota Ainy, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesasian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008)” Skripsisarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¥ Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2005-200Bkripsisarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
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ekonomi syari'ah, kemudian berbeda dengan penelitiannya sebelumnya
penyusun banyak membahas tentang keberhasilan mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Wonosari, maka

penelitian ini adalah penelitian murni peneliti.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau
paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah
penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (kalau ada). Penyajian
landasan teoretik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori
yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang
utuh®®
Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa
teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. PERMA No. 1 Tahun 2016
Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif
penyelesaian sengketa. Tonggak sejarah dimulainya mediasi di Indonesia
ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan. PERMA ini mewajibkan Para Hakim pada hari sidang

pertama memerintahkan Para Pihak yang berperkara (perdata) untuk terlebih

15 Tim Revisi, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasis@Wéogyakarta: Fakultas
Syari'ah Press, 2009), him. 4.



12

dahulu menempuh mediasi. Keadaan ini dipicu karena jumlah tunggakan
perkara di Mahkamah Agung semakin bertambabh.

Penggunaan prosedur mediasi wajib ini dimungkinkan karena
hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu HIR dan RBG
menyediakan dasar hukum yang kuat. Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145
RBG menyatakan bahwa Hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu
mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur sehingga
ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran
jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan
penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA Nomor 1 tahun 2002 yang
mewajibkan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan
Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG tidak hanya sekedar formalitas
menganjurkan perdamaian.

Namun SEMA tersebut dapat dikatakan tidak berhasil, keadaan itu
yang mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA Nomor 2
tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 tahun 2008
dan diperbaharui lagi dengan PERMA No. 1 tahun 2006 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilat?.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3)
bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak

untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi

16 Susanti Adi NugrohoyVlediasi Sebagai Alternatif Pengelesaian Sengkgtkarta: PT.
Telaga llmu Indonesia, 2009), him. 167-169.
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telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Mediasi di Pengadilan”. Kemudian dalam ayat selanjutnya
disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka
pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela
memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses
Mediasi.”

2. Asas Mendamaikaris{ah)

Dalam Islam mendamaikan disebut dendsl@/, di dalam
Enslikopedi Hukum Islam/|slah secara bahasa berarti memperbaiki,
mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha
menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; menganjurkan orang
untuk berdamai antara satu dengan lairfriya.

Perdamaian atagulhu dalam syari’at Islam didefinisikan
sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang
yang berlawanan secara darffaSebagaimana firman Allah SWY:

A 1 gliEs o A e Laadal Gy 8 Lagy | saliald | olih) cpiagall (e (hdita ol g
Obadal) Giag Al ) ) shauid) g Jandly Lagiins | saleald cipld ()8 Al ya) I (35 a Ao
Sedangkan dalam hukum positif perdamaian disebut dengan

istilah dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk

17 Abdul Azis Dahlan,Enslikopedi Hukum Islam cetakan kelin{dakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2001), him. 740.

18 sayyid SabigRingkasarFigh Sunnahalih bahasa Ahmad Tirmidzi, Lc., dkk., (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 881.

19 Al-Hujurat (49): 9.
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menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara
dan dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian
adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
Dalam hukum Islam ada tiga rukum yang harus dipenuhi
dalam perjanjan perdamaian yaitiigb, kabul dan /afaz dari perjanjian
damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu
telah berlangsung sebagaimana yang diharapakan. Dari perjanjian damai
itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban
untuk melaksanakannya. Perlu diketahui juga bahwa perjanjian damai
yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada
pihak yang tidak tidak menyetujui isi perjanjian tersebut maka
pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belalthihak.
Dalam KUH Perdata telah ditentukan persyaratan sahnya suatu
perdamaian yaitu termuat dalam Pasal 1320, 1321, dan 1859 KUH
Perdata. Upaya perdamaian merupakan tahapan pertama dan paling
utama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu
perkara, upaya damai dilaksanakan pada lembaga damai dalam bentuk

mediasi.

20 Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'afiyogyakarta: Teras, 2011), him.
134-135
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F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode
merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu
permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian
lapangan fleld risearch), yang mana penyusun memperoleh data
langsung di lapangan untuk dianalis sehingga didapatkan suatu
kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi dalam penelitian ini adalah
di Pengadilan Agama Wonosari.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu menjelaskan data yang
ada di lapangan dan peneliti memberikan penilaian dari sudut yuridis
terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan jalur mediasi
di Pengadilan Agama Wonosari.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-empiris yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta
yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancaraiterview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka
antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang
dinamakan interview guide (panduan wawancar&). Penyusun
memperoleh data dengan mengadakan wawancara secara
terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah
disusun terlebih dahulu.

Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancaara
dengan 3 (tiga) orang Mediator Hakim yang menangani perkara
ekonomi syari’ah, yaitu dengan Ibu Dra. Endang Sri Hartatik, MSI,
Bapak Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan lbu Dra. Hj. Nur
Hudayah, SH., MH.

b. Kepustakaan

Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku-
buku yang ada kaitannya atau hubungannya dengan topik
pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

IMoh.Nazir, Metode Penelitian, cet VJI(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), him 194,
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Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah
menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan
peneliti kemudian menganalisnya menggunakan analisis berfikir
induktif. Dimana cara berfikir ini menjelaskan bagaimana proses
Mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama
Wonosari. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menganalisa data dari
fakta atau keadaan yang ada di lapangan dalam hal ini di Pengadilan
Agama Wonosari kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum

yang menjadi dasarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat
memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitian ini
membagi menjadi lima bab yang saling berkesinambungan. Adapun
sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan
gambaran skripsi secara keseluruhan, bab pertama terdiri dari tujuh sub
pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum
tentang mediasi. Sub pembahasan tersebut meliputi pengertian mediasi,

mediasi dalam Islam, dan mediasi di pengadilan.
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Bab ketiga berisi tentang Mediasi di Pengadilan Agama Wonosari.
Sub pembahasan tersebut meliputi sekilas tentang ABIRrifative
Dispute Resolution), gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari,
perkara yang diterima, diputus dan dimediasi di Pengadilan Agama
Wonosari, dan beberapa contoh akta perdamaian perkara ekonomi syari’ah
di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu
analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam
skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab
kedua. Sub pembahsan tersebut meligliernative Dispute Resolution
(ADR) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari
dan proses suksesnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan
yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan
dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Wonosari.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Peyelesaian
Sengketa (APS) adalah upaya pra peradilan, yaitu upaya yang ditempuh
Para Pihak sebelum sengketa ekonomi syari’ah dibawa ke Pengadilan,
sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama Wonosari Para Pihak
telah menempuh jalur ADR terlebih dahulu baik itu dengan mediasi
atau dengan negosiasi, jika ADR tidak menemukan titik temu atau jalan
keluar maka perkara dibawa ke Pengadilan. Mahkamah Agung dalam
peraturannya yaitu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetang
Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan ketentuan bahwa perkara
perdata yang masuk ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, dalam hal
ini Pengadilan Agama Wonosari dalam sengketa ekonomi syari'ah
mewajibkan kepada Para Pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai
alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ADR yang
merupakan upaya damai dengan mekanisme yang dilaksanakan di luar
lembaga peradilan akan tetapi dengan adanya PERMA tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan memberikan warna tersendiri sehingga mediasi
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yang merupakan bagian dari ADR bisa dilakukan di lingkungan

peradilan.

. Penerapan mediasi sebagai upaya damai dalam sengketa ekonomi

syariah di Pengadilan Agama Wonosari ,mencapai kata berhasil

terbukti dari banyaknya perkara ekonomi syariah yang masuk telah
selesai melalui mediasi tanpa harus litigasi, dari 31 (tiga puluh satu)
perkara yang dimediasi 26 (dua puluh enam) perkara yang mencapai
kesepakatan damai. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Wonosari juga disebabkan oleh foktor-faktor:

a. Peran Mediator, Mediator mampu menyentuh perasaan Para Pihak
sehingga Para Pihak bisa terbuka sehingga memperlancar jalannya
proses mediasi.

b. Faktor sosial dan kebudayaan masyarakat Wonosari yang
mendukung keberhasilan mediasi yaitu masyarakat wonosari masih
memiliki sifat gotong royong vyaitu kesadaran untuk saling
membantu diantara Para Pihak sehingga terjadi perdamaian dengan
kesepakatan diantara Para Pihak.

c. Jenis perkara yang sederhana serta pihak yang sama sehingga sudah
terjalin kerjasama diantara pihak dan Pengadilan Agama Wonosari.

d. Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan yang menjadi payung hukum dilaksanakannya mediasi di

Pengadilan.
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B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung melakukan usaha peningkatan kesadaran masyarakat
tentang urgensitas mediasi melalui sosialisasi ataupun seminar,
sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lembaga
peradilan pun khususnya Pengadilan Agama bisa menyelesaikan
pertikaian dengan jalan damai.

2. Mahkamah Agung memberikan penghargaan kepada Hakim Mediator
yang berhasil menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi sehingga
dengan hal ini memberikan spirit tersendiri kepada Pengadilan untuk
meningkatkan kreatifitasnya dalam hal menyelesaikan sengketa.

3. Dalam hal fasilitas agar Pengadilan Agama Wonosari memberikan
ruangan yang cukup lebar sehingga mediasi bisa berjalan dengan lebih

nyaman dan kondusif.
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TERJEMAHAN AL-QURAN

Hal

Nomor
Footnote

Ayat Al-Quran

Terjemahan Ayat

BAB |

13

18

Q.S. Al-Hujurat (49): 9

Dan apabila ada dua golongan o
mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya, jikg
salah satu dari keduanya berbuat
zalim terhadap (golongan) lain,
maka perangilah (golongan) yang
berbuat zalim itu, sehingga golong
itu kembali kepada perintah Allah.
Jika golongan itu telah kembali
(kepada perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduanya
dengan adil, dan berlakulah adil.
Sungguh Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil.

rang

BAB I

25

17

QS. An-Nisaa (4): 114

Tidak ada kebaikan dari banyak
pembicaraan rahasia mereka, kect
pembicaraan rahasia dari orang ya

menyuruh (orang) bersedekah, atau

berbuat kebaikan, atau mengadaka
perdamaian diantara manusia.
Barangsiapa berbuat demikian
karena mencari keridaan Allah,
kelak Kami akan memberinya paha
yang besar.

iali
ng

AN

—

a

BAB IV

64

QS. AL-Hujurat (49): 10

Sesungguhnya orang-orang Muk
itu bersaudara, karena itu
damaikanlah antara kedua
saudaramu (yang berselisih)...

min

72

Lihat Footnote 17 him. 25 BAB Il




9.

PEDOMAN WAWANCARA

Seberapa besar peranan mediasi dalam perkara ekonomi syari’ah?
Alasannya?

Dari beberapa perkara ekonomi syariah yang Bapak/lbu mediasi pada
tahun 2015/2016 berapa perkara yang berhasil didamaikan dan yang gagal
didamaikan melalui mediasi?

Menurut Bapak/lbu faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan
dan kegagalan mediasi?

Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi di
Pengadilan Agama Wonosari sudah baik/memadai?

Adakah upaya yang dilakukan dari PA Wonosari sendiri dalam
memaksimalkan mediasi?

Apakah Mediator di Pengadilan Agama ini telah memiliki sertifikat
mediator?

Bagaimana cara penunjukan mediator dalam menangani perkara ekonomi
syari’ah di Pengadilan Agama Wonosari?

Apa saja persiapan yang dilakukan Bapak/lbu sebelum memediasikan
suatu perkara?

Dalam proses mediasi, hal-hal apa saja yang dilakukan dalam mediasi?

10.Dalam menjalankan proses mediasi, apakah telah sesuai dengan PERMA

tentang Mediasi?
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